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MOTTO 

 

“Jangan anggap sepele minta do'a dari orang tua terutama do‟a bunda dalam hal 

kebaikan” 

-Penulis- 

“Kamu bisa melakukan, teruslah mengatakan itu dan percaya pada diri sendiri. 

Kamu bisa melakukannya!” 

-Moon Junhui (Seventeen)- 

“Setelah perjalanan yang melelahkan ini berakhir, kita akan menjadi sesuatu yang 

belum pernah dilihat dunia” 

-Lee Chan (Seventeen)- 

“Tidak ada akhir dari perjalanan impianmu, tapi tidak apa-apa untuk istirahat hari 

ini” 

- Lee Jihoon (Seventeen)- 

“Jadilah orang yang baik meskipun kamu tidak diperlakukan dengan baik” 

-Lee Jeno (NCT DREAM)- 

“Kamu cantik, pintar, dan pantas untuk dicintai. Jangan dengarkan mereka, karena 

mereka hanya cemburu” 

-Na Jaemin (NCT DREAM)- 
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ABSTRAK 

Salsabila Az-Zahra Mtd (2024):  Peranan Ombudsman Perwakilan Riau 

dalam Upaya Pencegahan Terjadinya 

Maladministrasi Pelayanan Publik di 

Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 37 Tahun 2008 Perspektif Fiqh 

Siyasah. 

Salah satu tugas ombudsman ialah melakukan upaya pencegahan 

maladministrasi pelayanan publik, upaya yang dilakukan ombudsman juga sudah 

lengkap dan sesuai dengan undang-undang hanya saja upaya pencegahannya 

dalam penyuluhan dan edukasi masih kurang maksimal. Dikarenakan peneliti 

melihat dan mendengar sendiri masih banyak masyarakat lain yang belum 

mengenal Lembaga pengaduan penyelenggara pelayanan publik seperti Lembaga 

Ombudsman ini. 

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) untuk menjelaskan 

apa saja peranan Ombudsman perwakilan Provinsi Riau dalam upaya pencegahan 

terjadinya maladministrasi pelayanan publik di Kota Pekanbaru periode tahun 

2022, 2) untuk menjelaskan tinjauan Fiqh Siyasah terhadap peranan Ombudsman 

dalam pelaksanaan aduan publik berdasarkan Undang-undang Nomor 37 Tahun 

2008. 

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan jenis penelitian 

lapangan. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah kepala 

perwakilan Lembaga Ombudsman perwakilan Riau, kepala keasistenan 

pencegahan maladministrasi, analisis hasil pengawasan dan pengaduan 

masyarakat (unit arsip dan wali data. Sedangkan Objek adalah Peranan Kantor 

Ombudsman dalam upaya pencegahan terjadinya maladministrasi pelayanan 

publik di Pekanbaru. Sumber data dari penelitian ini yaitu data primer dan data 

sekunder, Adapun Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui 

observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan 

menggunakan metode kualitatif. 

Hasil penelitian disimpulkan bahwa Peranan Ombudsman dalam upaya 

pencegahan maladministrasi pelayanan publik berdasarkan Undang-undang 

Nomor 37 Tahun 2008 Pasal 7 huruf g, sudah sesuai hanya saja kurang maksimal 

terutama dibagian penyuluhan dan edukasinya. Dalam melaksanakan perannya 

sebagai lembaga pengawasan eksternal, Lembaga Ombudsman Provinsi Riau 

melakukan bentuk upaya pencegahan terjadinya maladministrasi dengan cara 

melakukan kerjasama dengan penyelenggara pelayanan publik. Fiqih siyasah 

yang cocok untuk penelitian ini adalah Fiqh Siyasah Idariyyah, Ombudsman 

menurut fiqh siyasah yang menjalankan peran pengawasan sudah sesuai yaitu al-

amr bi al ma‟ruf wa al-nahy „an al-munkar, dan lembaga pengawasan dalam Fiqh 

Siyasah yakni dalam Ketatanegaraan Islam disebut Wilayat al-Hisbah. 

 

Kata Kunci: Peranan, Pencegahan, Pelayanan, Fiqh, Siyasah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pelayanan publik yang efisien, transparan, dan berintegritas 

merupakan pilar penting dalam memastikan kesejahteraan masyarakat. 

Namun, sering kali kita menghadapi masalah maladministrasi dalam 

pelayanan publik, yang mengakibatkan ketidakpuasan masyarakat, 

penyalahgunaan kekuasaan, dan pemborosan sumber daya publik. Sudah 

dijelaskan didalam undang-undang, bahwa Pelayanan Publik adalah kerugian 

atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan 

penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan 

oleh penyelenggara pelayanan publik.
1
 

Pada zaman sekarang ini masih ada beberapa penyimpangan yang 

terjadi dalam proses pelayanan publik, yang disebut Maladministrasi. 

Maladministrasi sering kali melibatkan penggunaan kekuasaan yang tidak 

tepat, ketidakmampuan dalam menyediakan layanan publik yang memadai, 

atau pelanggaran terhadap aturan dan prosedur yang ditetapkan. Istilah ini 

sering digunakan dalam konteks hukum administratif atau pengawasan 

pemerintah untuk menyoroti ketidakmampuan atau pelanggaran yang 

dilakukan oleh lembaga pemerintah atau pejabat publik. 

                                                 
1
 Indonesia, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik, Pasal 1. 



2 

 

Maladministrasi merupakan perbuatan yang melawan hukum dan 

melewati wewenang dalam proses pelayanan publik. Maladministrasi adalah 

penyimpangan terhadap asas-asas pemerintahan yang benar, atau bisa 

diartikan umpama penyimpangan terhadap Standar Prosedur Operasional 

(SOP) suatu lembaga pelayanan publik. Maladministrasi adalah perilaku atau 

perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang 

untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk 

kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan 

pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan 

pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi 

masyarakat dan orang perseorangan.
2
 

Penyelenggaraan negara dan pemerintahan banyak diwarnai dengan 

praktek maladministrasi antara lain terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme 

sehingga mutlak diperlukan reformasi birokrasi penyelenggaraan negara dan 

pemerintahan demi terwujudnya penyelenggaraan negara dan pemerintahan 

yang efektif, efisien, jujur, bersih, terbuka serta bebas dari korupsi, kolusi, 

dan nepotisme.
3

 Penyelenggaraan negara khususnya, penyelenggaraan 

pemerintahan harus memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap hak-

hak masyarakat oleh aparatur pemerintahan termasuk lembaga peradilan 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk menciptakan 

keadilan dan kesejahteraan.  

                                                 
2
 Indonesia, Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008, tentang Ombudsman Republik 

Indonesia, Pasal 1 Ayat (3). 

 
3

 Conie Pania Putri, Peranan dan Fungsi Ombudsman, Republik Indonesia Dalam 

Efektivitas Penegakan Hukum, dalam Sol Justicia, Vol. 3., No. 2., Desemeber 2020, h. 142-153. 
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Ada beberapa keluhan yang di lontarkan masyarakat berkaitan dengan 

buruknya kinerja pelayanan publik. Pelayanan yang bertele-tele dan 

cenderung birokratis, biaya yang tinggi, pungutan-pungutan tambahan, 

pelayanan yang diskriminatif, kurang ramah, arogan, lambat dan sederetan 

persoalaan, untuk itu dibentuk lembaga pengawasan yang independen dikenal 

dengan nama Ombudsman. Agar keluhan masyarakat mengenai persoalan 

maladministrasi dapat diadukan. 

Ombudsman adalah lembaga negara yang diadakan untuk mengawasi 

penyelenggaraam tugas pelayanan negara di pusat dan di daerah kepada 

masyarakat, oleh aparat penyelenggara negara, Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN), Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Hukum Milik Negara 

(BHMN).
4
 

Dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 Pasal 1 Ombudsman 

Republik Indonesia “Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya 

disebut Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan 

mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan 

oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan 

oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan 

Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas 

menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh 

                                                 
4

Adrian Sutedi, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2011), h. 164. 
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dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau 

anggaran pendapatan dan belanja daerah”.
5
 

Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang 

Ombudsman Republik Indonesia menyatakan bahwa reformasi 

mengamanatkan perubahan kehidupan bernegara, berbangsa, dan 

bermasyarakat yaitu kehidupan yang didasarkan pada penyelenggaraan 

negara dan pemerintahan yang demokratis dalam rangka meningkatkan 

kesejahteraan, menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh 

warga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945.
6
 

Ombudsman Republik Indonesia yang merupakan lembaga negara 

bersifat mandiri dan tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga 

negara dan instansi pemerintahan lainnya, serta dalam menjalankan tugas dan 

wewenangnya bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya.
7

 Bertujuan 

membantu menciptakan dan mengembangkan kondisi yang kondusif dalam 

melaksanakan pemberantasan korupsi, kolusi, nepotisme serta meningkatkan 

perlindungan hak masyarakat agar memperoleh pelayanan publik, keadilan 

dan kesejahteraan.  

                                                 
5
 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008, tentang Ombudsman Republik Indonesia, Op. 

cit, Pasal 1 Ayat (1). 

6
S. Solechan, “Memahami Peran Ombudsman Sebagai Badan Pengawas 

Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Indonesia”, dalam Administrative Law and Governance 

Journal, Vol. 1., No. 1., Juni 2018, h. 73. 

 
7
 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008, tentang Ombudsman Republik Indonesia, Op. 

cit, Pasal 2. 
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Dalam Pasal 35 ayat (3) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 salah 

satu pengawas eksternal penyelenggaraan pelayanan publik adalah 

Ombudsman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8

 Ombudsman 

bertanggung jawab untuk mendukung tata pemerintahan yang baik dengan 

menerima laporan/ keluhan dari warga negara atau penduduk Indonesia 

terkait dugaan pengendalian kecurangan oleh otoritas negara.
9
 

Sebelum adanya lembaga Ombudsman, pengaduan pelayanan publik 

hanya disampaikan pada instansi yang dilaporkan serta penanganannya 

seringkali dilakukan oleh pejabat yang dilaporkan sehingga masyarakat 

belum memperoleh proteksi yang memadai. 

Untuk memperlancar tugas pengawasan penyelenggaraan tugas negara 

di daerah, Ombudsman Republik Indonesia (ORI) mempunyai perwakilan- 

perwakilan di setiap provinsi di seluruh Indonesia. Pembentukan kantor 

perwakilan ini tentu saja dengan tujuan untuk mendekatkan fungsi 

Ombudsman sebagai lembaga pengawasan pelayanan publik kepada 

masyarakat di daerah-daerah. Hal ini tidak terkecuali bahwa Lembaga 

Ombudsman Republik Indonesia juga mempunyai perwakilan Provinsi Riau 

dengan kantor pusat nya di Kota Pekanbaru. Melalui kantor-kantor 

perwakilannya, Ombudsman ingin mewujudkan pelayanan publik prima 

sampai pada tingkat daerah yang selanjutnya disebut Lembaga Ombudsman 

daerah. 

                                                 
8
 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik, Op. cit, Pasal 35. 

  
9
 S. Solechan, Loc. cit. 
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Tugas ombudsman sudah tercantum didalam Undang-undang Nomor 

37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Pasal 7 sebagai berikut, menerima 

laporan atas dugaan maladministrasi pelayanan publik, memeriksa laporan, 

menindaklanjuti laporan, melakukan investigasi atas prakarsa sendiri, 

melakukan kerjasama dengan Lembaga-lembaga negara/pemerintahan, 

membangun jaringan kerja, melakukan upaya pencegahan maladministrasi 

pelayanan publik, melakukan tugas lain yang diberikan oleh undang-

undang.
10

 

Salah satu tugas ombudsman ialah melakukan upaya pencegahan 

maladministrasi pelayanan publik, upaya yang dilakukan ombudsman juga 

sudah lengkap dan sesuai dengan undang-undang hanya saja upaya 

pencegahannya dalam penyuluhan dan edukasi masih kurang maksimal. 

Dikarenakan peneliti melihat dan mendengar sendiri masih banyak 

masyarakat lain yang belum mengenal Lembaga pengaduan penyelenggara 

pelayanan publik seperti Lembaga Ombudsman ini. 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti merasa tertarik untuk 

melakukan penelitian dalam bentuk pemahaman karya ilmiah berupa skripsi 

dengan judul “Peranan Ombudsman Perwakilan Riau dalam Upaya 

Pencegahan Terjadinya Maladministrasi Pelayanan Publik di 

Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 

Perspektif Fiqh Siyasah”. 

 

                                                 
10

 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008, tentang Ombudsman Republik Indonesia, Op. 

cit, Pasal 7. 
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B. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik 

pembahasan maka peneliti membatasi permasalahan ini sebagai berikut:  

1. Pada penelitian ini peneliti memfokuskan pada Peranan Ombudsman 

Perwakilan Riau Tahun 2022 dalam Upaya Pencegahan Terjadinya 

Maladministrasi Pelayanan Publik Berdasarkan Undang-undang Nomor 

37 Tahun 2008 Perspektif Fiqh Siyasah 

2. Penelitian ini dilakukan di kantor Ombudsman Republik Indonesia 

Perwakilan Provinsi Riau 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan 

masalah yang ada yaitu: 

1. Bagaimana peranan Ombudsman perwakilan Provinsi Riau dalam upaya 

pencegahan terjadinya maladministrasi pelayanan publik di Kota 

Pekanbaru periode tahun 2022? 

2. Bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah terhadap peranan Ombudsman dalam 

pelaksanaan aduan publik berdasarkan Undang-undang Nomor 37 Tahun 

2008? 
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D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk menjelaskan apa saja peranan Ombudsman perwakilan 

Provinsi Riau dalam upaya pencegahan terjadinya maladministrasi 

pelayanan publik di Kota Pekanbaru periode tahun 2022  

b. Untuk menjelaskan tinjauan Fiqh Siyasah terhadap peranan 

Ombudsman dalam pelaksanaan aduan publik berdasarkan Undang-

undang Nomor 37 Tahun 2008 

2. Manfaat penelitian 

Diharapkan dapat memberikan kegunaan dari dua sisi, yaitu: 

a. Kegunaan Teoritis 

1) Diharapkan hasil penelitian ini nantinya  dapat memberikan 

masukan bagi Ombudsman Perwakilan Riau 

2) Bagi pembaca, diharapkan penelitian ini menambah wawasan 

pemikiran tentang Peranan Ombudsman dalam upaya 

pencegahan terjadinya maladministrasi pelayanan publik 

berdasarkan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 Perspektif 

Fiqh Siyasah 

3) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk 

mengembangkan penelitian ini lebih lanjut guna untuk 

kepentingan ilmu pengetahuan khususnya studi Hukum Tata 

Negara (Siyasah) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau. 
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b. Kegunaan Praktis 

1) Diharapkan hasil penelitian nantinya dapat memberikan 

sumbangan pikiran dalam Ombudsman Perwakilan Riau dalam 

upaya pencegahan terjadinya maladministrasi pelayanan publik  

2) Sebagai wawasan khazanah keilmuan dibidang kepemimpinan 

khususnya bagi mahasiswa Fakultas Syari‟ah dan Hukum 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 

3) Sebagai salah satu persyaratan dalam meraih gelar Sarjana 

Hukum pada Fakultas Syari‟ah dan Hukum Universitas Islam  

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kerangka Teoritis 

1. Teori Peranan 

Peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). 

Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan 

kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan.
11

 Peranan adalah 

tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.
12

 

Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang 

diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Dalam 

bahasa inggris peran disebut “role” yang definisinya adalah 

“person‟staskor duty in undertaking”. Artinya “tugas atau kewajiban 

seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai 

perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang 

berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan 

tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.
13

 

Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu 

lembaga/ organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga/ 

organisasi biasanya diatur dalam suatu ketetapan yang merupakan fungsi 

                                                 
11

 Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, Sosiologi Suatu Pengantar Edisi Revisi, 

(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 212. 

 
12

 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, 

(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016), h. 105. 

 
13

 Syamsir Torang. Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan 

Organisasi). (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 86. 
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dari lembaga tersebut. Peran itu ada dua macam yaitu peran yang 

diharapkan (expectedrole) dan peran yang dilakukan (actualrole). Dalam 

melaksanakan peran yang diembannya, terdapat faktor pendukung dan 

penghambat. Peran menurut Koentrajaraningrat, berarti tingkah laku 

individu yang memutuskan suatu kedudukan tertentu, dengan demikian 

konsep peran menunjuk kepada pola perilaku yang diharapakan dari 

seseorang yang memiliki status atau posisi tertentu dalam organisasi atau 

sistem.  

Menurut Abu Ahmadi peran adalah suatu kompleks pengharapan 

manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam 

situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya. Pengertian 

peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis 

kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan 

kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu 

peranan.
14

 

2. Konsep Ombudsman 

a. Pengertian Ombudsman 

Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai 

kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik 

yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan 

termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, 

Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta 

                                                 
14

 Ibid, h. 23. 
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badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas 

menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau 

seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja 

negara dan/ atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
15

 

Ombudsman Republik Indonesia adalah lembaga negara 

independen yang menerima dan menyelidiki keluhan-keluhan 

masyarakat yang menjadi korban kesalahan administrasi publik, 

misalnya keputusan-keputusan atau tindakan pejabat publik yang 

ganjil, menyimpang, sewenang-wenang melangar ketentuan, 

penyalahgunaan kekuasaan, keterlambatan yang tidak perlu, atau 

pelanggaran kepatutan. 

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau 

dibentuk dan mulai menjalankan tugasnya pada tanggal 8 Oktober 

2012 lalu seiring dengan dilantiknya Kepala Perwakilan 

Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Riau bersama tiga orang 

asisten di Jakarta pada saat itu. Kehadiran Ombudsman di 

Perwakilan Provinsi Riau kemudian membawa perkembangan baru 

dalam penyelenggaraan pelayanan publik di daerah ini.  

Perkembangan ini ditandai dengan peran Ombudsman 

Republik Indonesia dalam melakukan pembenahan di sektor 

pelayanan publik. Perkembangan baru juga makin terlihat dengan 

                                                 
15

 Himpunan Peraturan Tentang Narkotika, Prekusor, Kesehatan, Ombudsman, Rumah 

Sakit dan Peraturan Pelaksanaannya Tahun 2011(Jakarta: Cv. Tamita Utama, 2011), h. 2. 
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adanya upaya penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan 

kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
16

 

b. Maladministrasi Pelayanan Publik 

Menurut Hartono, dkk dalam Buku Panduan Investigasi 

untuk Ombudsman Indonesia memberikan pengertian 

maladminsitrasi secara umum adalah perilaku yang tidak wajar, 

tidak sopan dan kurang peduli terhadap masalah yang menimpa 

seseorang disebabkan oleh perbuatan penyalahgunaan kekuasaan 

termasuk penggunaan kekuasaan secara semena-mena atau 

kekuasaan yang digunakan untuk perbuatan yang tidak wajar, tidak 

adil, intimidatif atau diskriminatif, dan tidak patut didasarkan 

seluruhnya atau sebagian atas ketentuan undang-undang atau fakta, 

tidak masuk akal, atau tidak berdasarkan tindakan unreasonable, 

unjust, oppressive, improper, dan diskriminatif (2003).
17

 

c. Upaya Pencegahan Maladministrasi Pelayanan Publik 

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau 

telah melakukan beberapa upaya Pencegahan Maladministrasi 

Pelayanan publik sejak berdirinya Ombudsman Perwakilan di 

Provinsi Riau. Berbagai upaya berbentuk kegiatan-kegiatan telah 

dilakukan agar maladministrasi pelayanan publik di provinsi Riau 

dapat dicegah agar tidak terjadi. Terdapat 2 bentuk upaya 

                                                 
16

  www.ombudsman.go.id  

 
17

 Doddie Arya Kusuma dan Fonny Andikia, Peran Ombudsman Republik Indonesia 

Perwakilan Sumatera Barat dalam Pencegahan Maladministrasi Pelayanan Publik di Kota 

Padang, dalam Journal of Social and Economics Research, Vol. 3., No. 1., Juni 2021, h. 3. 

http://www.ombudsman.go.id/
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pencegahan maladministrasi pelayanan publik yang telah dilakukan 

oleh Ombudsman Riau. 

Bentuk upaya pencegahan pertama yaitu menanamkan nilai 

dan norma kepada penerima layanan publik agar paham dan 

maladministrasi dapat dihindari. Sasaran dari upaya pencegahan 

maladministrasi pelayanan publik bentuk pre-emtif yang dilakukan 

oleh Ombudsman yaitu masyarakat sebagai penerima pelayanan 

publik. Bentuk upaya pencegahan maladministrasi pelayanan publik 

yang kedua yaitu preventif, upaya pencegahan ini dilakukan agar 

pemberi layanan publik paham dan dapat memberikan pelayanan 

sesuai dengan Undang-undang yang berlaku agar tidak terjadi 

maladministrasi. Sasaran dari bentuk upaya pencegahan 

maladministrasi ini yaitu instansi pemerintahan sebagai pemberi 

layanan publik kepada masyarakat.
18

 

3. Fiqh Siyasah 

Kata Fiqh berasal dari faqaha-yafqahu-fiqhan. Secara bahasa, 

Pengertian Fiqh adalah “paham yang mendalam”. Imam al-Tirmidzi, 

seperti dikutip Amir Syarifuddin, menyebut “fiqh tentang sesuatu” berati 

mengetahui batinnya sampai kepada kedalamannya. Kata “faqaha” 

diungkapkan dalam Al-Qur‟an sebanyak 20 kali, 19 kali diantaranya 

digunakan untuk pengertian “kedalaman ilmu yang dapat diambil manfaat 

                                                 
18

 Ibid, h. 3-4. 
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darinya.” Berbeda dengan ilmu yang sudah berbentuk pasti (qoth‟i), Fiqh 

merupakan “ilmu” tentang hukum yang tidak pasti (dzanni).
19

 

Sementara itu, menurut terminologis (istilah), definisi Fiqh adalah: 

 الأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية

Hukum syar‟i yang dimaksud dalam definisi diatas adalah segala 

perbuatan yang diberi hukumannya itu sendiri dan diambil dari syari‟at 

yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Adapun kata „amali dalam 

definisi itu dimaksudkan sebagai penjelasan bahwa yang menjadi lapangan 

pengkajian ilmu ini hanya yang berkaitan dengan perbuatan („amaliyah) 

mukallaf dan tidak termasuk keyakinan atau iktikad („aqidah) dari 

mukallaf itu. Adapun dalil-dalil terperinci (at-tafshili) maksudnya adalah 

dalil-dalil yang terdapat dan terpapar dalam nash dimana satu persatunya 

menunjuk pada satu hukum tertentu. Dalam definisi lain, Fiqih juga 

disebut sebagai koleksi (majmu‟) hukum-hukum syari‟at yang berkaitan 

dengan perbuatan mukallaf dan diambil dari dalil-dalilnya yang tafshili.
20

 

Fiqh mencakup berbagai aspek kehidupan manusia. Disamping 

mencakup pembahasan tentang hubungan antara manusia dengan tuhannya 

(ibadah), Fiqh juga membicarakan aspek hubungan antara manusia sesama 

manusia secara luas (muamalah), Aspek muamalah ini pun dapat dibagi 

lagi menjadi Jinayah (pidana), Munakahat (perkawinan), Mawarits 

                                                 
19

Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: 

Kencana, 2014), h. 2. 

 
20

Alaiddin Koto, Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh, (Depok: Rajawali Pers, 2019), h. 2. 
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(kewarisan), Murafa‟at (hukum acara), Siyasah (politik/ketatanegaraan), 

dan Al-ahkam Al-dualiyah (hubungan internasional). 

Kata “siyasah” yang berasal dari kata “sasa”, berarti mengatur, 

mengurus dan memerintah; atau pemerintahan politik dan pembuatan 

kebijaksanaan. Pengertian ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah 

mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang 

bersifat politis untuk mencakup sesuatu. 

Sedangkan menurut terminoligis (istilah) dalam lisan al-Arab, 

siyasah adalah mengatur atau memimpin atau memimpin sesuatu dengan 

cara yang membawa kepada kemaslahatan. Sedangkan di dalam Al-Munjid 

disebutkan, siyasah adalah membuat kemaslahatan manusia dengan 

membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. Dan siyasah adalah 

ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri maupun luar 

negeri, yaitu politik dalam negeri luar negeri serta kemasyarakatan, yakni 

mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqamah. Sedangkan 

Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikannya “sebagai undang-undang yang 

diletakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahtan serta mengatur 

keadilan”.
21

 

Definisi yang bernuansa religius dikemukakan oleh Ibn Qayyim al-

Jawziyah. Menurut pendapat Ibn Qayyim al-Jawziyah, siyasah adalah 

“suatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan 

                                                 
21

 Suyuti Pulungan, Fiqih Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 1997), h. 23. 
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terhindar dari kebinasaan, meskipun perbuatan tersebut tidak ditetapkan 

oleh Rasululullah SAW. atau diwahyukan oleh Allah SWT.
22

 

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan 

bahwa Fiqh Siyasah merupakan salah satu aspek dari Hukum Islam yang 

membahas tentang pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia untuk 

mencapai kemaslahatan dan mengatur keadaan dalam bernegara. 

Menurut Imam al-Mawardi di dalam kitabnya yang berjudul Al-

Ahkam Al-Sulthaniyyah, lingkup kajian Fiqh Siyasah mencakup 

kebijaksanaan pemerintah tentang Siyasah Dusturiyyah (peraturan 

perundang-undangan), Siyasah Maliyyah (ekonomi dan moneter), Siyasah 

Qadha‟iyyah (peradilan), Siyasah Harbiyyah (hukum perang), dan Siyasah 

„Idariyyah (administrasi negara). Adapun Imam Ibn Taimiyyaah, 

meringkasnya menjadi empat bidang kajian, yaitu yaitu Siyasah 

Qadha‟iyyah (peradilan), Siyasah „Idariyyah (administrasi negara), 

Siyasah Maliyyah (ekonomi dan moneter), dan Siyasah Dauliyyah/ 

Siyasah Kharijiyyah (hubungan internasional). Sedangkan Abdul Wahhab 

Khallaf dalam kitabnya Siyasah al-Syar‟iyyah lebih mempersempitnya 

menjadi tiga bidang saja, yaitu peradilan, hubungan internasional, dan 

keuangan negara. 

Berkenaan dengan luasnya objek kajian Fiqh Siyasah, maka dalam 

tahap perkembangannya dikenal beberapa bidang Fiqh Siyasah. Hasbi 

Ash-Shiddieqy yang merupakan salah satu ulama terkemuka di Indonesia 

                                                 
22

 Muhammad Iqbal, Op.cit, h. 3. 
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bahwa ia membagi ruang lingkup Fiqh Siyasah menjadi delapan bidang, 

yaitu: 

a. Siyasah Dusturiyyah Syar‟iyyah (Politik Pembuatan Perundang-

undangan). 

b. Siyasah Tasyri‟iyyah (Politik Hukum) 

c. Siyasah Qadha‟iyyah Syar‟iyyah (Politik Peradilan) 

d. Siyasah Maliyyah Syar‟iyyah ( Politik Ekonomi dan Moneter) 

e. Siyasah Idariyyah Syar‟iyyah (Politik Administrasi Negara) 

f. Siyasah Dawliyyah Syar‟iyyah (Politik Hubungan Internasional) 

g. Siyasah Tanfidziyyah Syar‟iyyah (Politik Pelaksanaan Perundang-

undangan) 

h. Siyasah Harbiyyah Syar‟iyyah (Politik Peperangan)
23

 

Berdasarkan perbedaan pendapat diatas, pembagian Fiqh Siyasah 

dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok, yaitu: 

a. Siyasah Dusturiyyah (Politik Perundang-undangan). Bagian ini 

meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (tasyri‟iyyah) oleh 

Lembaga Legislatif, peradilan (qadha‟iyyah) oleh Lembaga Yudikatif, 

dan administrasi pemerintahan (idariyyah) oleh birokrasi/ eksekutif.  

b. Siyasah Dawliyyah (Politik Luar Negeri). Bagian ini mencakup 

hubungan keperdataan antara warga negara yang muslim dengan 

warga non-Muslim yang berbeda kebangsaan (as-siyasah al-duali al-

khashsh) atau disebut juga dengan hukum perdata internasional dan 

                                                 
23

A. Djazuli, Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Islam Dalam Rambu-

Rambu Syariah, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 30. 
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hubungan diplomatik antara negara Muslim dan non-Muslim (as-

siyasah al-duali al‟amm) atau disebut juga dengan hubungan 

internasional. Hukum Perdata Internasional menyangkut 

permasalahan jual beli, perjanjian, perikatan, dan utang piutang yang 

dilakukan oleh negara Muslim dengan warga negara lain. Pada bagian 

ini juga terdapat politik peperangan (Siyasah Harbiyyah) menyangkut 

antara lain dasar-dasar diizinkannya berperang, pengumuman perang, 

etika berperang, tawanan perang, dan gencatan senjata. 

c. Siyasah Maliyyah (Politik Keuangan dan Moneter). Bagian ini 

membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan 

belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan, kepentingan/ 

hak-hak publik, pajak, dan perbankan.
24

 

Dalam konteks Fiqh Siyasah yang mana segala kebijakan harus 

bertujuan untuk kemaslahatan umat dan segala hal yanng berpotensi 

menimbulkan kemudaratan harus dijauhi dan dihindari. Ketika sebuah 

peraturan pemerintah yang bertentangan dan melanggar hak-hak sebuah 

konstitusi atau tidak sesuai untuk kemaslahatan maka dapat dikatakan 

mengandung kemudaratan dan menciptakan ketidakadilan sosial. 

Jadi dengan demikian dari uraian istilah judul yang dikemukakan 

diatas maka yang dimaksud judul skripsi ini adalah meninjau peranan 

ombudsman dalam upaya pencegahan terjadinya maladministrasi 

pelayanan publik dan pandangan Fqh Siyasah terhadap peranan 
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 Muhammad Iqbal, Op.cit, h. 15-16. 



20 

 

Ombudsman dalam pelaksanaan aduan publik berdasarkan Undang-

undang Nomor 37 Tahun 2008. 

B. Penelitian Terdahulu  

1. Penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh 

Doddie Arya Kusuma dan Fonny Andikia yang bertema “Peran 

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat dalam 

Pencegahan Maladministrasi Pelayanan Publik di Kota Padang”. 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa peran dan 

fungsi Ombudsman di Sumatera Barat adalah mengawasi pelayananan 

publik, menerima laporan dari masyarakat dan menindak lanjutinya. 

Dalam upaya pencegahan maladministrasi di kota Padang Ombudsman 

banyak melakukan sosialisasi dan melakukan pertemuan berkala dengan 

berbagai unsur masyarakat di Sumatera Barat.
25

 

Persamaan dari penelitian ini yaitu terdapat pada subjek 

penelitian, sama-sama meneliti tentang peran Ombudsman. Adapun 

perbedaan dengan penelitian di atas terdapat pada objek penelitian. 

Peneliti mengkaji tentang peranan Ombudsman.  

2. Penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lita Pika 

Lisa yang bertema “Implementasi Undang-undang Republik Indonesia 

Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia (Studi 

Kasus di Dinas Pendidikan Indragiri Hilir)”. Hasil penelitian menunjukan 

bahwa Pengawasan Ombudsman dalam penyelesaian laporan pengaduan 

                                                 
25

 http://idm.or.id/JSER diakses 25 desember 2023. 
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tentang permasalahan terhadap pelayanan publik dinas pendidikan 

belumlah Efektif dikarenakan adanya berbagai kendala seperti masalah 

laporan yang tak lengkap, kurangnya anggota pengawasan. 
26

 

Persamaan dari penelitian ini yaitu terdapat pada subjek 

penelitian, sama-sama meneliti tentang Ombudsman. Adapun perbedaan 

dengan penelitian di atas terdapat pada objek penelitian. Peneliti 

mengkaji tentang peranan Ombudsman.  

3. Penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh 

Raja Inal Dalimunthe yang bertema “Peranan dan Kedudukan 

Ombudsman RI dalam Penegakan Hukum di Indonesia (Law 

Enforcement) Persepektif Hukum Tata Negara. Dari hasil penelitian, 

kehadiran Lembaga Ombudsman RI (Republik Indonesia) akan memiliki 

peranan strategis untuk mengikis berbagai praktik maladministrasi 

(penyalahgunaan kekuasaan, penyimpangan wewenang atau jabatan) 

oleh oknum aperatur instansi pelayanan publik, dengan segala modus dan 

wujudnya. Namun peranan tersebut belum mampu memberikan efek 

yang begitu besar dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (good 

governance). Karena dewasa ini perjuangan Ombudsman hanyalah pada 

batas rekomendasi belaka, sesuai Pasal 35 huruf b yang berbunyi 

“Menerima laporan dan memberikan rekomendasi”. Ombudsman tidak 
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diberikan kewenangan yang lebih luas sehingga penegakan hukum (Law 

enforcement) oleh Lembaga Ombudsman tidak efektif. 
27

 

Persamaan dari penelitian ini yaitu terdapat pada subjek penelitian, 

sama-sama meneliti tentang Ombudsman. Adapun perbedaan dengan 

penelitian di atas terdapat pada objek penelitian. Peneliti mengkaji tentang 

peranan Ombudsman. 

                                                 
27

 http://repository.uin-suska.ac.id/20589/ diakses 22 Desember 2023. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian  

Dalam melakukan penelitian untuk menjawab permasalahan dalam 

penelitian ini maka penulis menyusun metode penelitian, yang mana 

penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan jenis penelitian 

lapangan (Field Research) yaitu penelitian yang mengadakan pengamatan 

tentang suatu fenomena yang terjadi. 

Pada umumnya alasan menggunakan metode kualitatif karena, 

permasalahan belum jelas, holistik, kompleks, dinamis dan penuh makna 

sehingga tidak mungkin data pada situasi sosial tersebut dijaring dengan 

metode penelitian kuantitatif dengan instrumen seperti pedoman wawancara. 

Selain itu peneliti bermaksud memahami situasi sosial secara mendalam, 

menemukan pola, hipotesis dan teori.
28

 

Dalam Penelitian Kualitatif, pengumpulan data tidak dipandu oleh 

teori tetapi dipandu oleh fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian 

lapangan. Oleh karena itu analisis data yang dilakukan bersifat induktif 

berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dan kemudian dapat 

direkontruksikan menjadi hipotesis atau teori. 

Bogdan dan Taylor menyebutkan bahwa penelitian kualitatif adalah 

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 

                                                 
28

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 

2015), h. 292. 
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tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati, pendekatannya 

diarahkan pada latar dan individu secara holistik. 

Dimana penelitian ini menguraikan tentang peranan Ombudsman 

perwakilan Provinsi Riau dalam upaya pencegahan terjadinya 

maladministrasi pelayanan publik di Kota Pekanbaru. Untuk itu Pendekatan 

Deskriptif Kualitatif adalah prosedur Penelitian yang menghasilkan data-data 

yang bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang-

orang dan perilaku yang diamati. 

B. Lokasi Penelitian  

Lokasi Penelitian ini adalah tempat dimana peneliti melakukan 

penelitian dan mengumpulkan data serta informasi maupun objek penelitian 

yang diteliti. Pada penelitian penulis memilih lokasi di Ombudsman Republik 

Indonesia Perwakilan Provinsi Riau dan merupakan tempat yang mudah 

dijangkau oleh penulis tujuannya agar pembaca bisa mengetahui peranan 

Ombudsman perwakilan Provinsi Riau dalam upaya pencegahan terjadinya 

maladministrasi pelayanan publik di Kota Pekanbaru. 

C. Subjek dan Objek Penelitian  

1. Subjek dari penelitian ini adalah Kantor Ombudsman Republik Indonesia 

Perwakilan Provinsi Riau. 

2. Objek dari penelitian ini adalah peranan Ombudsman perwakilan 

Provinsi Riau dalam upaya pencegahan terjadinya maladministrasi 

pelayanan publik di Kota Pekanbaru. 
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D. Sumber Data  

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi 

menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. 

1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah data-data yang diperoleh secara 

langsung dari narasumber atau responden yang bersangkutan, yaitu pada 

Analis Hasil Pengawasan dan Pengaduan Masyarakat (Unit Arsip dan 

Walidata/PPID), adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah 

data yang diperoleh secara langsung dari lapangan. 

2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder pada penelitian ini digunakan untuk 

memperjelas dan mendukung secara tidak langsung yang berkaitan 

dengan masalah yang diteliti. Sumber data sekunder ini yang 

berhubungan dengan penelitian yang dimaksud berupa bahan-bahan 

pustaka. 

E. Informan Penelitian 

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi 

oleh spredley dinamakan “sosial situation” atau situasi sosial yang terdiri 

atas tiga elemen yaitu: tempat (place), pelaku (actors), dan aktivitas (activity) 

yang berinteraksi secara sinergis.
29

 Situasi sosial ini bisa dikatakan sebagai 

objek penelitian. 

                                                 
29
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26 

 

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil 3 informan yang terdiri dari 

1 orang Kepala Perwakilan Ombudsman, 1 orang Kepala Keasistenan 

Pencegahan Maladministrasi, 1 orang analis hasil Pengawasan dan 

Pengaduan Masyarakat (unit Arsip dan Walidata). Dalam menetapkan 

informan menggunakan teknik Total Sampling yaitu semua informan diambil 

dalam penelitian ini peneliti mengambil sebanyak 3 orang informan. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi  

Metode Observasi merupakan metode pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala- 

gejala yang diselidiki. Teknik pengumpulan data observasi dilakukan 

melalui pengamatan langsung dilakukan oleh peneliti kepada objek yang 

diteliti secara langsung di tempat terjadinya peristiwa. Bisa berupa 

perilaku manusia, fenomena, atau proses perubahan. 

2. Wawancara  

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang mana peneliti 

mengadakan pengamatan secara langsung pada sasaran yang diteliti dan 

melakukan pencatatan secara sistematik. Wawancara dapat dipandang 

sebagai metode pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab 

secara sistematis berdasarkan tujuan penelitian. 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah mencari data dan informasi dari benda-benda 

tertulis, seperti buku, dokumen peraturan-peraturan dan catatan harian 

lainnya. 
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G. Metode Analisis Data  

Metode Analisis Data adalah cara untuk menganalisis data penelitian, 

dalam hal ini analisis data kualitatif yaitu ketika semua data sudah terkumpul 

maka penulis akan menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat 

tergambarkan secara utuh dan bisa dipahami secara jelas kesimpulannya. 

 

 

 

 



 

65 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang dilakukan dalam 

penelitan ini dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Peranan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau 

dalam upaya pencegahan terjadinya maladministrasi pelayanan publik 

berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang 

Ombudsman Republik Indonesia sudah sesuai hanya saja kurang 

maksmial, terutama dibagian penyuluhan dan edukasi yang kurang di 

utamakan padahal itulah upaya pencegahan maladministrasi pelayanan 

publik yang pertama.  

2. Menurut Fiqh Siyasah terhadap peranan Ombudsman dalam upaya 

pencegahan terjadinya maladministrasi pelayanan publik sudah sesuai 

dan tidak bertentangan dengan pengawasan al-amr bi al-ma‟ruf wa al-

nahy „an al-munkar. Dalam kajian Fiqh Siyasah Idariyyah keberadaan 

peran lembaga pengawas sangat penting karena jika tidak adanya 

pengawasan maka tidak berjalan baik juga dalam pemerintahannya. 

Dalam hal ini menunjukan bahwa arti pentingnya sebuah lembaga 

pengawasan di dalam negara, oleh karena itu lembaga pengawasan 

dalam Fiqh Siyasah yakni Wilayat al-Hisbah yaitu bertugas 

menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran. 
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B. Saran   

Berdasarkan kesimpulan dan pemaparan yang telah dijelaskan pada 

bab-bab sebelumnya penulis menyarankan sebagai berikut: 

1. Dalam melakukan bentuk upaya pencegahan terjadinya maladministrasi 

pelayanan publik termasuk dalam pelaksanaan aduan publik, Lembaga 

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau seharusnya 

lebih cekatan dalam menangani  laporan aduan maladministrasi 

pelayanan publik karena dalam laporan yang peneliti ambil pada tahun 

2022 ada beberapa kasus yang selesai dalam jangka waktu 1 tahun 

bahkan ada yang sampai 2 tahun penyelesaian kasusnya.  

2. Lembaga Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau 

harus lebih meningkatkan penyuluhan dan edukasinya di kalangan 

masyarakat dengan melalui berbagai cara positif agar masyarakat 

mengetahui fungsi dan juga keberadaan Lembaga ombudsman ini dan 

dengan mudahnya melaporkan masalah maladministrasi yang terjadi 

dalam pelayanan publik. 
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